BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis

paparkan pada bab-bab sebelumnya, untuk menjawab pokok permasalahan yang

telah penulis rinci, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1.

Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain
memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan
peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan
hukum. Lahirnya UU ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh
buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
termasuk persoalan baru dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam
uang online atau fintech Peer to Peer lending. Salah satu tindak pidana fintech
lending yang diakomodir dalam UU ITE adalah berkenaan dengan
pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi
dapat berbentuk orang pribadi dan juga dapat berbentuk badan hukum
sebagaimana dalam UU ITE telah diakomodir secara tegas dalam Pasal 1 angka
21 dan 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Gambaran Pasal 1 angka 21 dan 22 menyebutkan bahwa
yang dimaksud orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia,

warga negara asing, atau badan hukum. Adapun badan usaha adalah
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perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik badan hukum
maupun bukan badan hukum. Secara khusus Pasal 54 ayat 4 UU ITE mengatur
pertanggungjawaban pidana korporasi dengan adanya pemberatan pidana.

Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa fintech Peer to Peer
lending ilegal dapat dilakukan dengan beberapa tahapan mulai dari tahap
prepentif dan represif. Pemikiran yang dituangkan dalam penjelasan tersebut
merupakan suatu gagasan dasar yang melandasi terbentuknya Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu UU ITE yang
berlaku saat ini, di samping berfungsi sebagai suatu pendekatan terhadap
perkembangan telekomunikasi, teknologi informasi dan transaksi elektronik,
namun sisi terpenting adalah berfungsi dan bertujuan sebagai sarana tolok ukur
yang dapat menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan bagi
para pihak, baik perseorangan, pengguna, masyarakat, lembaga-lembaga non
pemerintah, pelaku bisnis, penyelenggara, instansi pemerintah dalam
penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik. Secara khusus motivasi
dan kehadiran UU ITE beserta revisinya telah menakomodsir perlindungan
hukum termasuk dalam lalu lintas fintech lending baik legal maupun ilegal.
Terdapat beberapa Pasal yang secara spesifik memberikan perlindungan
hukum bagi penggunan layanan pinjam meminjam uang online diantara pasal
26, Pasal 27 dan Pasal 29 UU ITE. Salah satu pasal yang kerap kali dilanggar
oleh penyelenggara fintech lending adalah Pasal 26 terkait penyalahgunaan
data pribadi, melalui pasal 45 UU ITE kejahatan terhadap data pribadi dijerat

secara pidana. Begitu pula dengan Pasal 29 terkait ancaman kekerasan
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menggunakan teknologi informasi, bagi penyelenggara yang melakukan

penagihan tanpa memperhatikan etika penagihan maka pengguna dapat

dilindungi oleh ketentuan pasal 29 jo Pasal 45 UU ITE.

B. Saran

1. Mengingat kejahatan korporasi fintech peer to peer lending ilegal sangat
kompleks dan sistemik serta sulit diberantas maka diperlukan upaya
pembaruan hukum pidana terkait pemidanaan korporasi fintech peer to peer
lending yang lebih komprehensif dan integral sehingga menghindari
kekosongan hukum meskipun bentuk upaya mengisi kekosongan hukum
tersebut dikategorikan sebagai sebuah langkah penegakan hukum yang
progresif.

2. Perlunya DPR dan pemerintah bersama-sama segera mengesahkan
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang telah
diinisiasi sejak tahun 2016. Sehingga kedepan dapat menjadi payung hukum

bagi pencari keadilan khususnya dalam kasus fintech peer to peer lending.
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